
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya

pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak 

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk memahami pengertian di atas dan berdasarkan UU No. 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara butir ketiga, maka keuangan negara dapat

dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban 

negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai 

dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap

rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut.

2. Dari sisi subyek, keuangan negara merupakan seluruh obyek keuangan

negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada
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kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara 

dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3. Dari sisi proses, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari 

perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban

APBN/APBD.

4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan

obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

negara.

Ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 Pasal 2 meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan negara

4. Pengeluaran negara

5. Penerimaan daerah

6. Pengeluaran daerah
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7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelolo sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah.

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah Kekayaan pihak lain yang dimaksud di sini meliputi

kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan

pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga,

atau perusahaan negara/daerah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak 

hanya terbatas pada uang, tetapi juga termasuk segala hak dan kewajiban negara 

(dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang

dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah

maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

2.2 Pengertian Pajak

Ikatan Akuntansi Indonesia mengungkapkan bahwa pajak penghasilan 

adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini 

dikenakan atas laba kena pajka entitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 46 Tahun 2010 menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah
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pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan

atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat dinyatakan bahwa pajak

merupakan uang yang dibayarkan oleh setiap warga negara yang berkewajiban

sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan digunakan oleh pemerintah

untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

2.3 Ciri-ciri Pajak

Agoes dan Trisnawati (2009: 4) merumuskan bahwa ciri-ciri pajak sebagai

berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak/administrator pajak).
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3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Jadi, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan pemerintah

untuk kepentingan publik, seperti untuk pembangunan jembatan

penyebrangan.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang

diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak

juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Berdasarkan ciri-ciri pajak yang diuraikan tersebut, dapat ditarik

kesimpulan bahwa pajak merupakan uang dari rakyat yang dipungut oleh negara

sesuai dengan undang-undang, untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah

bagi rakyat. Selain itu, pajak yang diterima juga memiliki funsi untuk mengisi kas

negara sekaligus mengatur kebijakan negara dalam hal ekonomi dan sosial.

2.4 Fungsi Pajak

Pajak merupkan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Sri dan Suiyo (2006: 

4) mengungkapkan fungsi pajak yang dibedakan menjadi dua, yaitu:
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1. Fungsi pendanaan (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi mengatur (regulair) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Dari uraian tentang dua fungsi pajak di atas, rakyat dapat tenang dan

yakin bahwa pemerintah akan menggunakan uang pajak tersebut sebaik mungkin 

untuk keperluan negara dan kepentingan rakyat.

2.5 Jenis Pajak

Agoes dan Trisnawati (2009: 5) mengungkapkan pajak dapat dibagi

menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib

Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak

lain, contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai untuk

Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain:
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a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak, contohnya adalah PPh.

b. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi WP, misalnya Pajak Pertambahan Nilai 

untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak

Bumi dan Bangunan.

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah

a.

PPh, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya Pajak

Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.6 Objek Pajak Penghasilan dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun

2008 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena 

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekeijaan,

' kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
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perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

h. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

s. surplus Bank Indonesia.
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Sementara yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: 

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan

para penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekeijaan,

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti

penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeijaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau

Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
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1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan 

saham tersebut;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi keija

maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan.

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
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l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, penghasilan merupakan 

objek pajak, tetapi tidak semua penghasilan menjadi objek pajak. Ada beberapa 

jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dan ada juga yang bukan objek pajak 

penghasilan seperti yang tertera pada uraian di atas.

2.7 Biaya-Biaya Yang Boieh dan Tidak Boleh Dikurangkan Dari Pajak

Penghasilan

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ialah penghasilan bruto

dikurangi:
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a. biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekeijaan atau jasa termasuk

upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya peijalanan, biaya pengolahan

limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak

Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak apat ditagih, dengan syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau

v
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perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah;

1. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur

Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh biaya 

yang dikeluarkan dapat dikenakan pajak. Pemerintah telah menetapkan biaya- 

biaya mana saja yang boleh dikurangkan dari pajak penghasilan sesuai dengan

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
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Agoes dan Trisnawati (2009: 218) mengungkapkan adanya perbedaan- 

perbedaan dalam perhitungan akuntansi dan fiskal. Perbedaan-perbedaan antara 

akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen

dan beda waktu/sementara.

a. Beda tetap/permanen

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban

menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang

diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau

sebaliknya.

Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi berbeda secara

tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal. Beda tetap biasanya timbul

karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari

perhitungan penghasilan kena pajak:

a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU

PPh).

b) Penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).

c) Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran 

yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi

kewajaran (pasal 9 ayat (1) UU PPh).

b. Beda waktu/sementara

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang 

sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan
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akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi

setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara

pajak dengan akuntansi dalam hal:

a) Akrual dan realisasi

b) Penyusutan dan amortisasi

c) Penilaian persediaan

d) Kompensasi kerugian fiskal

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam

perhitungan akuntansi dan fiskal. Hal ini disesuaikan dengan melihat aturan

dan ketentuan yang terdapat dalam beda tetap maupun beda waktu.

2.8 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang

diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp 50.000.000,00. 5%

di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00. 15%

di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00. 25%

di atas Rp 500.000.000,00. 30%
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b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

(dua puluh delapan persen).

2.9 Perencanaan Pajak

Secara umum perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa

sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya

berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangonting, 1999: 45).

Selain itu, Rahman (2010: 228) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak

merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi

pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada

konsekuensi pajaknya. Tujuan pengendalian tersebut adalah mengefisiensikan

jumlah pajak yang akan ditransfer kepada pemerintah melalui apa yang dikenal

sebagai tax avoidance.

2.10 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Mangonting (1999: 46), ada beberapa cara yang biasanya 

dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus

dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996: 489)

yaitu:
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1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak 

dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3. Transformasi, ialah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan

dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4. Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan

perpajakan.

5. Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang

ada.

Bums dan Kulsrud (1989: 1) dalam Mangonting (1999:45)

mengungkapkan tujuan dari tax planning adalah : the obvious goal of most tax

planning is the minimization of the amount that a person or other entity must

transfer to the government. Berdasarkan tujuan tersebut, perusahaan melakukan

tax planning untuk meminimalisasi beban pajak terutang yang akan dibayarkan

pada pemerintah melalui cara yang dilegalkan secara hukum.

Perencanaan Pajak yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (1996:

485) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan sebesar - besarnya dari pengecualian dan potongan yang

diperkenankan.

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.
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3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan

tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.

4. Menyelenggarakan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori

pendapatan yang tarifnya tinggi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini :

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan,

maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak

lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa

dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan,

perbaikan kantor.dll

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. 

Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000

dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif 

Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan 

kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas 

penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau 

diterima dan saat menerima deviden.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam 

mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, 

kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.

4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk 

kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk
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menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 35% dapat

dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun

yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun

berikutnya.

Dalam Lumbantoruan (1996: 493), ada beberapa tindakan memperkecil

pajak yang melanggar UU, antara lain:

1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian,

merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non P KP (Faktur

Pajak Sederhana) agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya.

2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual dengan cara:

■ meninggikan harga perolehan,

■ membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif,

■membebankan Pajak Masukan yang telah dikreditkan ke dalam perhitungan

harga pokok.

3. Memperbesar beban usaha dengan cara:

■ membuat utang fiktif, agar dapat membuat beban bunga,

■membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung

dokumen yang memadai.

■ Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di 

luar negeri.

4. Menggunakan penghasilan bersama-sama dengan memperkecil biaya sehingga 

angka laba bruto tampak tinggi.
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5. Merendahkan harga ekspor kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di

luar negeri.

6. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka 

penghitungan PPh Pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba-rugi

perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak (PPh Badan).

7. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah

pembayaran utang.

29


